
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.734, 2017 KEMENHUB. Tunjangan Kinerja. Perhitungan dan 

Pemberian.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 41 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :   a.      bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengukuran kinerja 

dan produktivitas kerja serta penerapan asas keadilan 

dan  proporsionalitas maka diberikan Tunjangan Kinerja 

bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

b.      bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kesamaan 

persepsi, peningkatan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan penghitungan dan pemberian Tunjangan 

Kinerja, serta meningkatkan disiplin Pegawai perlu diatur 

tata cara penghitungan dan pemberian Tunjangan Kinerja 

pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

c.      bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara 

Penghitungan dan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai 

di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat    : 1.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5494; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 123); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

10. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, 
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Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 216); 

11. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 260); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Komite Nasional Keselamatan Transportasi; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 

2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1927); 

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1012); 

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 63); 

16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 

1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah 

Pelayaran. 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara 

Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Calon Pegawai Negeri Sipil  dan Pegawai 

Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang 

berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja 

secara penuh pada satuan jabatan dan bekerja secara 

penuh  pada satuan organisasi di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 

(ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 

untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada 

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. 

4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai Negeri yang merupakan fungsi dari 

keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan 

didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri tersebut 

yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana 

Pegawai Negeri tersebut bekerja. 

5. Jabatan Tertentu adalah jabatan struktural setara 

dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan 

administrator atau jabatan pengawas atau jabatan 

pelaksana, jabatan fungsional tertentu setara dengan 

jabatan fungsional, dan jabatan fungsional umum setara 

dengan jabatan pelaksana yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan. 
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6. Disiplin Kerja adalah ketaatan Pegawai memenuhi 

kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan dan atau 

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 

dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

7. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Jam Kerja Efektif adalah Jam Kerja yang secara efektif 

dipergunakan untuk berproduksi atau menjalankan 

tugas, yaitu Jam Kerja dikurangi waktu kerja yang hilang 

atau luang karena tidak bekerja. 

9. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap 

pegawai negeri sipil pada satuan organisasi yang 

dibuktikan dengan buku harian kerja pegawai. 

10. Tugas adalah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh 

pegawai negeri sipil yang bersangkutan. 

11. Tugas Pokok adalah tugas yang tercantum didalam 

peraturan tentang Organisasi dan Tatalaksana di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan. 

12. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas 

yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang 

bersangkutan dan tidak ada dalam Kontrak Kerja 

Pegawai. 

13. Target Utama adalah target diantara target kuantitas 

atau target biaya pada Sasaran Kerja Pegawai Tahunan 

yang dipilih menjadi target pada Sasaran Kerja Pegawai 

bulanan untuk dijadikan acuan dalam penentuan 

prestasi kerja bulanan.  

14. Sasaran Kerja Pegawai Tahunan adalah rencana kerja 

dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai untuk 

1 (satu) tahun. 

15. Sasaran Kerja Pegawai Bulanan adalah rencana kerja dan 

target yang akan dicapai oleh seorang pegawai pada 

setiap bulan yang ditentukan berdasarkan SKP tahunan 

dan disepakati oleh pejabat penilai dan pegawai yang 

bersangkutan. 
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